‘BN BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

JI. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat
Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 10 Oktober 2024

Nomor : 11Y/PM.00.02/K.SU-30/10/2024

Sifat : Biasa

Lampiran -

Hal : Imbauan Akun Tim Kampanye Media Sosial

Untuk Tidak Memuat Konten Politisasi Sara,
Politik Uang, Fitnah, Ujaran Kebencian Dan
Hoaks Pada Tahapan Kampanye Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil
Walikota Tahun 2024.

Kepada Yth.

Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan Tim Kampanye
Pemilihan Di Kota Pematangsiantar

Di-
Tempat

Bahwa sehubungan dengan dimulainya tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 pada tanggal 25 September sampai
dengan 23 November 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan imbauan dalam pelaksanaan
kampanye untuk mewujudkan pelaksanaan kampanye yang adil, demokratis dan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

A. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Menjadi Undang-Undang;

b. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017
tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan
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Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubemnur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Tahun 2024;

f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan
Gubemur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

h. Surat Edaran Bawaslu Rl Nomor 103 Tahun 2024 Tentang ldentifikasi Potensi Kerawanan
Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil
Walikota Tahun 2024

i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 403 Tahun 2024 Tentang
Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum
Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024;

j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 404 Tahun 2024 Tentang
Jadwal Pelaksanaan Kampanye Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota
Pematangsiantar Tahun 2024

B. Definisi/Batasan

a. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan
pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

b. Materi Iklan Kampanye adalah informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto
Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto
pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, berupa:

1) tulisan;

2) suara;

3) gambar;

4) gabungan antara tulisan, suara dan/atau gambar.

c. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang
dilakukan oleh media massa cetak, elektronik, dan Lembaga Penyiaran yang berbentuk
tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon dan/atau kegiatan.

C. Materi Kampanye, pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

a. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi dan misi yang disusun berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota.

b. Materi Kampanye menurut ketentuan peraturan perundang-undangan :
1) menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2) menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
3) meningkatkan kesadaran hukum;
4) memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari
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pendidikan politik; dan

5) menghormali perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat.

c. Materi Kampanye disampaikan dengan cara :

1) menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan,
santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum;

2) tidak mengganggu ketertiban umum;

3) memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;

4) tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain;

5) tidak bersifat provokatif; dan

6) menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta Pemilihan dengan masyarakat
sebagai bagian dari membangun budaya politk Indonesia yang demokratis dan

bermartabat.

D. Isilmbauan
Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Pematangsiantar secara kelembagaan bertugas

mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pemilihan.
Oleh sebab itu, perlu adanya sinergitas dan komitmen antara Penyelenggara, Pemerintah, Media dan Peserta
Pemilihan tahun 2024 dalam mematuhi ketentuan yang mengatur pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan
tahun 2024, sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu
Kabupaten/Kota :

a) Pasal 22A ayat (3), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang, yang berbunyi :

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemnur, Bupati
dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi :

1) Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan penyelenggaraan
Pemilihan.

2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
tanggung jawab Bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan
Pengawas TPS.

4) Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan sesuai dengan wilayah
kerjanya dan bersifat hierarki.

c) Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses
Pemilihan Umum, yang berbunyi :

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan

terhadap :

a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang, dan
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b. sengketa proses Pemilu

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU Pemilihan :

“Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan

Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur,

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”

3. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 UU Pemilihan, dalam melaksanakan
kampanye, Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dilarang :

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UndangUndang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubemur, Calon Wakil
Gubemur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota,
dan/atau Partai Politik;

c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik,
perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan
kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;

e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;

f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan
dari pemerintahan yang sah;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;

h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

j- melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di
jalan raya; dan/atau

k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota.

4. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) poin b, Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan
Gubermnur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota :

(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon,
dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1) huruf g.

(2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
b.Kampanye melalui Media Sosial

5. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 43 Ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota :

(1) Kampanye melalui Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b
dilakukan selama masa Kampanye.

(2) Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk
setiap jenis aplikasi.

(3) Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan kepada KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota.

(4) Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir
yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
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Komisi ini.
(5) Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada :
a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, dan
b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

6. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota:

(1) Desain pada Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 paling sedikit memuat
materi Kampanye dan program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(1) dan ayat (2).

(2) Desain pada Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

tulisan;

suara;

gambar; dan/atau

Qa o T o

gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.

(3) Gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
d bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima
melalui perangkat penerima pesan

7. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota :

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon,
dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum
dimulainya masa tenang.

8. Bawaslu Kota Pematangsiantar mengimbau kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye di Kota
Pematangsiantar untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh tahapan Kampanye sesuai dengan
jadwal yang telah ditentukan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

9. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye Pemilihan dapat dilakukan melalui media massa cetak,
Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

10. Dilarang menyiarkan narasi atau gambar yang mendukung atau memojokkan atau menghasut atau
memfitnah para peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

11. Kampanye di Media Sosial Untuk Tidak Memuat Konten Politisasi Sara, Politik Uang,Fitnah, Ujaran
Kebencian Dan Hoaks Pada Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

12. Dilarang melakukan atau menayangkan kembali liputan kegiatan kampanye atau aktivitas Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024 selama masa tenang.

13. Pada saat masa tenang dilarang memproduksi program acara yang bertemakan pandangan politik
dan/atau visi misi dan/atau rekam jejak dan/atau kegiatan/aktivitas peserta Pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

14. Pada masa tenang dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada
kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Pematangsiantar

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download
https://jdih.bawaslu.go.id/                                                                         Bawaslu Kota Pematangsiantar


15. Pada masa tenang dilarang menayangkan kembali debat publik atau debat terbuka.

16. Pada masa tenang dilarang menayangkan jajak pendapat tentang Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024.

17. Kampanye di Media Sosial dalam memberitakan dan menyiarkan pesan Kampanye Pemilihan
dan/atau berita kegiatan Kampanye Pemilihan, wajib mematuhi kode etik, pedoman pemberitaan,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Bahwa Bawaslu Kota Pematangsiantar tetap mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan Pemilihan
Kepala Daerah Serentak (Pilkada) Tahun 2024. Segala bentuk pengawasan diawasi secara
berjenjang bersama Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD).

19. Apabila selama pengawasan berlangsung ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka Bawaslu
Kota Pematangsiantar akan melakukan penindakan dugaan pelanggaran sebagaimana ketentuan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan
Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota
Dan Wakil Walli Kota.

Demikian surat imbauan ini disampaikan sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di
Kota Pematangsiantar yang adil, demokratis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTILPEMATANGSIANTAR

'HARAHAP S.Sos

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

2. Arsip
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